BAB VI
PENUTUP
6.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam
Menyikapi Bencana Alam Di Kota Kupang, dapat disimpulkan dalam beberapa

aspek-aspek sebagai berikut:

A. Tujuan Kebijakan

1. Sejauh ini, pemasangan jalur evakuasi oleh pihak Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Kupang, dikhususkan untuk penanganan bencana alam
gelombang pasang/tsunami. Sedangkan untuk jenis bencana alam lainnya,
pihak BPBD Kota Kupang sudah melakukan sosialiasi di setiap kantor untuk
memasang jalur evakuasi dan juga titik aman. Khusus untuk angin putting,
BPBD Kota Kupang masih sulit menentukan titik rawan untuk memasang jalur
evakuasi, karena pada dasarnya kejadian angin putting beliung selalu
berpindah-pindah.

2. Untuk meminimalisir jumlah korban di daerah/pemukiman rawan bencana
alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
memberikan sosialiasi tentang peringatan dini berbasis masyarakat, membuat

papan jalur evakuasi, penanaman anakan pohon serta membuat jalan/akses



untuk mempermudah warga masyarakat saat evakuasi bencana alam tanah
longsor atau banjir.

3. Untuk mengurangi kerusakan fasilitas/perumahan warga masyarakat akibat
bencana alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
sudah melakukan sosialiasi dan menyarankan warga masyarakat membuat
rumah/bangunan sesuai dengan standar keamanan bencana alam yang berlaku.
Akan tetapi, kendala yang dihadapi di lapangan adalah kebanyakan warga
masyarakat yang secara ekonomis belum mampu untuk membuat rumah yang
tahan bencana serta terkadang hal tersebut mereka abaikan.

B. Manfaaat Kebijakan

1. Dalam mempersiapkan warga masyarakat dalam menghadapi situasi bencana
alam, pihak BBPD Kota Kupang sudah melakukan kegiatan Sosialisasi dan
simulasi terkait bagaimana menolong diri sendiri saat terjadi bencana alam.
Kegiatan sosialiasi dan simulasi sudah dilakukan di beberapa BUMN, Bank,
BPJS, RS, Sekolah-sekolah, puskesmas dan pengadilan Tinggi dan di setiap
kecamatan.

2. Untuk memberikan informasi akan bencana alam, pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sudah memberikan peringatan
dini kepada masyarakat untuk selalu waspada, yaitu melalui beberapa media
elektronik seperti TV, Radio Suara Kasih Kota Kupang dan media social

seperti Facebook dan WhatsApp (WA), serta ketika musim hujan tiba, pihak



BPBD Kota Kupang memberikan surat edaran/himbauan untuk dibacakan ke

setiap gereja-gereja.

C. Implementasi Kebijakan

1. Untuk mengetahui terkait ramalan akan terjadi bencana alam, BPBD Kota
Kupang sudah melakukan kerja sama dengan BMKG. Bentuk kerja sama
antara BPBD Kota Kupang dengan BMKG terlihat dari BMKG memberikan
data tentang ramalan akan terjadi bencana alam kepada pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang serta dalam beberapa
momentum, pihak BMKG diundang untuk mengikuti beberapa kegiatan
sosialiasi bersama BPBD Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui daerah rawan bencana alam, sejauh ini pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sudah membuat peta rawan
bencana. Ada Sembilan ancaman dibuatkan petanya kemudian dikaji resikonya

tinggi, sedang atau rendah.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, direkomendasikan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Untuk mengoptimalkan keberadaan jalur evakuasi, sebaiknya pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang untuk selalu massif

memberikan sosialiasi tentang kegunaan dan fungsi dari pembuatan jalur



evakuasi. Karena terkadang beberapa masyarakat tidak mengerti sepenuhnya
papan evakuasi tersebut.

Untuk warga masyarakat di daerah rawan bencana alam, untuk selalu taat
mengikuti arahan dari BPBD Kota Kupang untuk mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan.

Untuk seluruh warga masyarakat Kota Kupang, sebisa mungkin membuat
rumah atau tempat tinggal yang sesuai dengan standar ketahanan terhadap
bencana alam.

Kepada setiap warga masyarakat yang sudah menyempatkan diri mengikuti
kegiatan sosialisasi, simulasi/mendengarkan peringatan dini untuk selalu
menjadi guru yang untuk orang lain dengan membagikan materi-materi
tentang penanggulangan bencana alam kepada orang di sekitar.

Untuk setiap warga masyarakat, agar selalu mengakses peringatan dini yang
dikeluarkan oleh pihak BPBD Kota Kupang, supaya selalu waspada ketika
berada di rumah atau di dalam perjalanan.

Diharapkan sinergitas antara BPBD Kota Kupang dan BMKG selalu dijaga
dan selalu memberikan informasi-informasi terkait ramalan cuaca dengan
bahasa yang mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

. Ada baiknya setiap peta rawan bencana yang sudah dibuat, perlu disebarkan
luaskan di masyarakat umum agar warga masyarakat mempunyai

pengetahuan terkait daerah-daerah rawan bencana.
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